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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT /
2025



Priovitag dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah.

Mengacu pada Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020,
rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
tahapan:

a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing
masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan
program nasional yang tercantum dalam rencana Kkerja
Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

c. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan Plafon Anggaran

Sementara untuk masing masing program kegiatan.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

Tujuan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Tersedianya pedoman bagi penyusunan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam bentuk Nota
Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang
Perubahan PPAS.

Provingi Sumatera Barat TA. 20256 m



Priovitag dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

2.

Tersedianya landasan bagi penyusunan RKA-SKPD Tahun
Anggaran 2025 sebagai bagian dari proses penyusunan APBD
dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan  dan
Pembangunan Daerah.

Kesamaan rencana tindak lanjut dalam pengalokasian anggaran

daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan PPAS Tahun

Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan

Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan

Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera

Barat;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, = Kodefikasi ~dan  Nomenklatur ~ Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi,
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerabh;

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Tahun
2025.
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BAB I
PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Daerah yang akan dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan

Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan Asli Daerah
(PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah,
sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah.
Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah

pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan
kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada
daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin
baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain
pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana
darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12
tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:
a) SILPA;

b) pencairan Dana Cadangan,;
c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d) penerimaan Pinjaman Daerah;
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e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

f)

2.1

penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Rencana Pendapatan Daerah

Rencana target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan
sebesar Rp5.536.965.809.024 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebesar Rp2.404.961.797.024,- Pendapatan Transfer sebesar
Rp3.114.980.012.000,- dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar
Rp17.024.000.000,-.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksi sebesar Rp2.404.961.797.024,-
Rencana PAD terdiri dari:
i Pajak Daerah sebesar Rp1.786.666.183.141,-;
ii. Retribusi Daerah sebesar Rp401.315.880.636,-;
iii. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar
Rp138.092.905.246,-; dan
iv. Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp78.886.828.001,-.

I. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp3.114.980.012.000,- Alokasi

Pendapatan Transfer tersebut yaitu Transfer Pemerintah Pusat.

ll. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Perubahan Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2025 diproyeksikan
sebesar Rp17.024.000.000,-.

2.2 . Rencana Penerimaan Penerimaan Pembiayaan

Dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat hanya menganggarkan sumber penerimaan pembiayaan berasal
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu sebesar Rp.184.779.703.872,-

Informasi lebih mendetail dapat dilihat pada data yang disajikan sebagai

berikut ini.
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BAB I
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefenisikan sebagai semua kewajiban Pemerintah
Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah. yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan. Dalam merealisasikan belanja daerah, Pemerintah Daerah
menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan
daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang

terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp5.690.745.512.896,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp4.281.092.423.718,-
Belanja Modal sebesar Rp428.349.592.041,- Belanja Tidak Terduga sebesar
Rp20.000.000.000,- dan Belanja Transfer sebesar Rp961.303.497.137 ,-

. Belanja Operasi

Belanja Operasi untuk tahun 2025 direncanakan sebesar
Rp4.281.092.423.718,- terdiri dari:
i. Belanja Pegawai sebesar Rp2.984.615.233.214,-;
ii. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.209.661.601.320,-;
iii. Belanja Subsidi sebesar Rp2.000.000.000,-
iv. Belanja Hibah sebesar Rp84.815.589.184 -

1. Belanja Modal

Belanja Modal untuk  tahun 2025  direncanakan  sebesar
Rp428.349.592.0416,- yang terdiri atas:
i. Belanja Modal Tanah
ii. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
iii. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
iv. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

v. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

lll. Belanja Tidak Terduga
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Iv.

Belanja Tidak Terduga tahun 2025 direncanakan sebesar
Rp20.000.000.000,-

Belanja Transfer

Belanja Transfer tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp961.303.497.137,- Belanja Transfer TA. 2025 terdiri dari:
i. Belanja Bagi Hasil Pajak diproyeksikan sebesar Rp916.303.497.137,-
i. Belanja Bantuan Keuangan direncakana sebesar Rp45.000.000.000,-

Alokasi Belanja Daerah Tahun 2025 tersebut di atas diprioritaskan untuk

mendanai program/ kegiatan dan sub kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan

Daerah yang menjadi kewenangan provinsi Sumatera Barat pada seluruh SKPD ataupun

disalurkan ke pada Kabupaten/ Kota atau lembaga lainnya dalam bentuk belanja tranfer

berupa Dana Bagi Hasil, Hibah dan Bantuan Keuangan. Kebijakan belanja daerah akan

dipriorotaskan untuk:

>

YV V V V V

Memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai terkait gaji dan tunjangan ASN, KDH,
DPRD, termasuk didalamnya untuk penyesuaian besaran TPP dan penambahan
tenaga PPPK sebagai mana telah disepakati dan disebutkan dalam Perubahan
Kebijakan Umum APBD Ta. 2025.

Memenuhi kebutuhan belanja rutin kantor terkait penyediaan sumber daya listrik,
air dan internet;

Pemeuhan belanja wajib lainnya meliputi antar lain: honor tenaga sopir dan
keamanan; honor guru non ASN, honor tenaga IT dan pembayaran premi
JKN/BPJS.

Belanja-belanja yang sifatnya earmark yang bersumber dari dana tranfer khusus
baik fisik dan non fisik diperkirakan.

Belanja untuk BLUD yang berasal dari Pendapatan BLUD.

Belanja Hibah.

Bantuan Keuangan yang akan disalurkan kepada Kabupaten/ Kota.

Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
Pemenuhan alokasi untuk bidang pendidikan minimal 20% dari belanja, bidang

kesehatan minimal 10% dari belanja dan mengupayakan alokasi bidang pertanian

10% dari belanja daerah.
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BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan Urusan Pemerintahan Daerah yang
menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan Pemerintahan Pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, maka plafon anggaran
sementara program dan kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan
pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, memperhatikan realisasi
kinerja program, keterpaduan dan sinkronisasi dengan visi dan misi serta prioritas
daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan non
pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada
dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi
dan potensi unggulan daerah.Kemudian, untuk menunjang dan mendukung
pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, maka terdapat fungsi penunjang, fungsi
pendukung serta inspektorat dan urusan pemerintahahn umum.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan dan program/ kegiatan/ sub

kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:
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BAB V
PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefenisikan sebagai
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada
tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan
surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025, maka target
Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat

pada sebagai berikut:
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BAB VI
PENUTUP

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pemerintah Provinsi Sumatera barat menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA)
Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan masukan bagi penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2025.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025
ini belumlah sepenuhnya menjawab seluruh usulan dan aspirasi yang berkembang
di tengah masyarakat, namun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dan kapasitas keuangan daerah, maka penyusunan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2025 tetap diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat
mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Sumatera Barat.

Proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 secara teknis
telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal-hal yang perlu disepakati Gubernur dan DPRD, antara lain yakni:

1.  Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Kebijakan Pendapatan Daerah;

Kebijakan Belanja Daerah;

Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Demikianlah Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2025.

Padang, 10 Juli 2024

GuB R SUMATERA BARAT,

MAHYELDI
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RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2025

KODE PENERIMAAN DAERAH ALOKASI ANGGARAN DASAR HUKUM
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.404.961.797.024,00
4.1.01 Pajak Daerah 1.786.666.183.141,00
4.1.02 Retribusi Daerah 401.315.880.636,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 138.092.905.246,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 78.886.828.001,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.114.980.012.000,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.114.980.012.000,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 17.024.000.000,00
4.3.01 Pendapatan Hibah 17.024.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 5.536.965.809.024,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 184.779.703.872,00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 184.779.703.872,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

184.779.703.872,00

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH

5.721.745.512.896,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-10 22:11:37
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SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
1 2 3 4 5 6
1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 536.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.386.139.200,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 236.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 300.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 536.000.000,00
2 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan

Makmur

PROGRAM PENINGK

ATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.034.583.919,00

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-10 22:02:48
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No

Prioritas Pembangunan Nasional

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Pagu

2

3

4

5

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.034.583.919,00

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.000.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

11.511.441.081,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-10 22:02:48
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SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No Prioritas Pembangunan Provinsi

Program

Indikator Kinerja

SKPD Pelaksana

Pagu

1 2

3

4

5

1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APK Pendidikan Menengah

DINAS PENDIDIKAN 0,00
APK SLB
DINAS PENDIDIKAN 0,00
APM Pendidikan Menengah
DINAS PENDIDIKAN 0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. 1.000.000,00
ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN 0,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN

27.500.000.000,00

Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD

RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN

27.500.000.000,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Akreditasi Rumah Sakit

SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-10 22:02:45
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No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu
1 2 3 4 5 6
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0,00
MOHAMMAD NATSIR
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0,00
MOHAMMAD NATSIR
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0,00

MOHAMMAD NATSIR

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MOHAMMAD NATSIR

58.506.469.004,00

Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MOHAMMAD NATSIR

58.506.469.004,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

0,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

43.879.610.779,00

Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

43.879.610.779,00

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

DINAS SOSIAL

0,00
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No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Pagu

1 2 3 4 5 6

Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

DINAS SOSIAL 0,00

Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

DINAS SOSIAL 0,00

Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti

DINAS SOSIAL 0,00

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase Kajian Teknis yang dilaksanakan dalam proses pengangkatan anak

DINAS SOSIAL 58.500.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0,00
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Jumlah wirausaha muda baru

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00

Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00

PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Jumlah medali emas dalam event nasional

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00

Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
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Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Jumlah medali emas dalam event nasional
UPTD KBOR 4.800.000,00
Persentase partisipasi masyarakat dalam aktifitas kebugaraan
UPTD KBOR 4.800.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
UPTD KBOR 0,00
2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.000.000,00
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.000.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.000.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-10 22:02:45
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SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.000.000,00

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Persentase perempuan di pengambil kebijakan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

20.000.000,00

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

0,00

PROGRAM PENINGK

ATAN KUALITAS KELUARGA

Indeks Kualitas Keluarga

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

12.000.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Persentase ketersediaan data terpilah dibandingkan dengan jumlah urusan pemerintah daerah (32 urusan)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

18.152.800,00

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Jumlah Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 500.000,00
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
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Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

0,00

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

11.000.000,00

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Prevalensi KB

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

22.035.100,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Indeks pembangunan keluarga

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

2.995.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

0,00

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK

35.000.000,00
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PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK

50.000.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 2.000.000,00
ANAK
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00

PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.575.000.000,00

Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 200.000.000,00
Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 200.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
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4
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Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerinta

han daerah provinsi

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.000.000,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00

PROGRAM PENINGK
BUDAYA POLITIK

ATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA

Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 50.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 50.000.000,00

PROGRAM PEMBINA

AN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

40.977.000,00

PROGRAM PENINGK

ATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

112.509.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintal

han daerah provinsi

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.000.000,00

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintal

han daerah provinsi

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

16.221.100,00

3 Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
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Jumlah kawasan konservasi yang dikelola

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

50.000.000,00

Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitas|

i ekosistem

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

50.000.000,00

Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

50.000.000,00

Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

50.000.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Jumlah prasarana pelabuhan perikanan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00
Jumlah produksi perikanan tangkap

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00
Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00
Jumlah sarana penangkapan ikan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00
Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

47.220.000,00

Jumlah produksi perikanan budidaya

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

47.220.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-07-10 22:02:45
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Jumlah produksi perikanan budidaya laut

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

47.220.000,00

Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

47.220.000,00

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

47.220.000,00

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Jumlah produksi olahan hasil perikanan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00
Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00
Tingkat konsumsi ikan

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00

Jumlah produksi olahan hasil perikanan

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil
Perikanan (PPMHP)

299.589.410,00

Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil
Perikanan (PPMHP)

299.589.410,00

Tingkat konsumsi ikan

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil
Perikanan (PPMHP)

299.589.410,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
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Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerinta

han daerah provinsi

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil
Perikanan (PPMHP)

85.000.000,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Peningkatan Produksi Daging

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN 0,00
HEWAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Peningkatan Prasarana Peternakan
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN 0,00
HEWAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN 0,00

HEWAN

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN

70.000.000,00

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN

0,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN

18.500.000,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
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Peningkatan Produksi Daging

UPTD Ternak Unggas

700.000.000,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Peningkatan Prasarana Peternakan

UPTD Ternak Unggas

400.000.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

UPTD Ternak Unggas

15.000.000,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Peningkatan Produksi Daging

UPTD Ternak Ruminansia

1.200.000.000,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Peningkatan Prasarana Peternakan

UPTD Ternak Ruminansia

120.000.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

UPTD Ternak Ruminansia

5.552.500,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Peningkatan Produksi Daging

UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan
Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)

2.200.000.000,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Peningkatan Prasarana Peternakan

UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan
Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)

400.000.000,00
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

UPTD Balai Pengembangan Teknologi dan
Sumber Daya Tuah Sakato (BPTSDTS)

50.000.000,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Peningkatan Prasarana Peternakan

UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat

230.000.000,00

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis

UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat

500.000.000,00

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi

UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat

150.000.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat

19.891.000,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Peningkatan Produksi Daging

UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan
(PMPP)

300.000.000,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Peningkatan Prasarana Peternakan

UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan
(PMPP)

204.696.100,00

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis
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UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan 600.000.000,00
(PMPP)
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi
UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan 150.000.000,00
(PMPP)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan 14.845.000,00
(PMPP)
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Indeks Tutupan Hutan
DINAS KEHUTANAN 10.000.000,00
Jumlah unit usaha berbasis kehutanan
DINAS KEHUTANAN 10.000.000,00
4 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal

DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

50.000.000,00

PROGRAM PROMOS

| PENANAMAN MODAL

Jumlah Pernyataan Minat

DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

107.490.000,00

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
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DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

60.171.112,00

Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu

DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI
DAN PELAYANAN TERPADU SATU